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RINGKASAN 

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan, tumbuh dan berkembang secara 

optimal, termasuk ketika berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam 

UUD NRI Tahun 1945, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, 

dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun regulasi 

tersebut telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan 

restoratif, dan diversi, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan, 

seperti perlakuan terhadap anak yang masih menyerupai sistem peradilan orang 

dewasa, penempatan anak bersama tahanan dewasa, keterbatasan fasilitas 

pembinaan yang ramah anak, serta lemahnya peran negara dan orang tua dalam 

menjalankan tanggung jawab perlindungan secara optimal. Di sisi lain, sistem 

SPPA masih menempatkan anak sebagai subjek yang memikul 

pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sehingga berpotensi menimbulkan 

stigma, dampak psikologis, dan hambatan bagi perkembangan anak. Kondisi 

tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak dengan 

praktik penegakan hukum yang berlangsung, sehingga memunculkan kebutuhan 

untuk mengkaji kembali konstruksi pertanggungjawaban negara dan orang tua 

sebagai subjek utama perlindungan konstitusional terhadap anak yang berkonflik 

dengan hukum. Dengan membandingkan pendekatan Indonesia dan Swedia yang 

lebih menekankan intervensi sosial, rehabilitasi, dan kesejahteraan anak daripada 

penghukuman, penelitian ini bertujuan merumuskan model perlindungan yang 

lebih humanis, integratif, dan berorientasi pada pembinaan anak di luar paradigma 

pemidanaan guna mewujudkan perlindungan konstitusional yang efektif sesuai 

dengan prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai 

norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan fokus pada pertanggungjawaban 

negara dan orang tua dalam menjamin perlindungan konstitusional anak yang 

berkonflik dengan hukum. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library 

research) dan bersifat preskriptif serta komparatif, yang bertujuan tidak hanya 

menganalisis hukum positif yang berlaku, tetapi juga merumuskan konsep ideal 

berupa model pertanggungjawaban progresif antara negara dan orang tua. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
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perlindungan anak, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang didasarkan 

pada teori dan doktrin hukum yang relevan, pendekatan perbandingan (comparative 

approach) melalui perbandingan sistem perlindungan anak di Indonesia dan 

Swedia, serta pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis putusan 

pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana 

anak. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang 

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang 

komprehensif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab menjamin 

perlindungan konstitusional anak yang berkonflik dengan hukum melalui regulasi, 

sistem peradilan pidana anak, penerapan diversi dan keadilan restoratif, bantuan 

hukum, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Pertanggungjawaban tersebut 

mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan 

pemulihan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Namun perlindungan 

konstitusional anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan model 

pertanggungjawaban bersama antara negara dan orang tua melalui upaya 

pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial guna menjamin 

kepentingan terbaik serta pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan. 
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ABSTRAK 

 

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan kelompok rentan 

yang memerlukan perlindungan khusus karena keterlibatannya dalam proses 

peradilan pidana dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, 

mental, dan sosialnya. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap anak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan 

berbagai permasalahan, seperti tingginya angka anak yang berhadapan dengan 

hukum, belum optimalnya pelaksanaan diversi dan restorative justice, serta belum 

terbangunnya sinergi yang efektif antara negara dan orang tua dalam proses 

perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif 

pertanggungjawaban negara dan orang tua sebagai subjek perlindungan 

konstitusional terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta merumuskan 

model pertanggungjawaban progresif yang dapat menjamin perlindungan hak-hak 

konstitusional anak secara optimal. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). 

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai instrumen hukum nasional 

dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Analisis dilakukan 

secara preskriptif untuk menemukan konstruksi hukum yang ideal dalam 

mewujudkan perlindungan konstitusional bagi anak yang berkonflik dengan 

hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban negara terhadap 

ABH tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum, tetapi juga mencakup 

kewajiban konstitusional untuk melakukan pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, 

dan reintegrasi sosial. Di sisi lain, orang tua memiliki kedudukan sebagai pelindung 

utama (primary protector) yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, 

pengawasan, dan pendampingan anak. Oleh karena itu, perlindungan konstitusional 

terhadap ABH harus dibangun melalui model pertanggungjawaban progresif yang 
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menempatkan negara sebagai constitutional protector dan orang tua sebagai 

primary protector. Model tersebut terdiri atas lima tahapan utama, yaitu preventive 

responsibility, protective responsibility, restorative responsibility, rehabilitative 

responsibility, dan reintegrative responsibility. Melalui model ini, perlindungan 

anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga pada 

pemulihan dan pengembangan masa depan anak secara berkelanjutan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan konstitusional 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat bergantung pada sinergi 

antara negara dan orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi peran 

keluarga, pengembangan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat, serta 

penyempurnaan kebijakan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan 

terbaik bagi anak (the best interests of the child). 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara, Orang Tua, Perlindungan 

Konstitusional, Anak Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.
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ABSTRACT 

Children in Conflict with the Law (CCL) constitute a vulnerable group requiring 

special protection, as their involvement in the criminal justice process may adversely 

affect their physical, mental, and social development. The Constitution of Indonesia, 

through Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia, guarantees every child's right to survival, growth and development, as well 

as protection from violence and discrimination. Nevertheless, in practice, various 

challenges remain, including the high number of children facing legal proceedings, 

the suboptimal implementation of diversion and restorative justice, and the lack of 

effective synergy between the state and parents in the child protection process. This 

study aims to analyze the normative basis of the responsibilities of the state and 

parents as subjects of constitutional protection for children in conflict with the law 

and to formulate a progressive responsibility model capable of ensuring the optimal 

protection of children's constitutional rights. 

This research employs a normative legal research method using the statutory 

approach, conceptual approach, and comparative approach. The primary legal 

materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 

11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 

concerning Child Protection, as well as various national and international legal 

instruments related to child protection. The analysis is conducted prescriptively to 

identify an ideal legal framework for realizing constitutional protection for children 

in conflict with the law. 

The findings indicate that the state's responsibility toward children in conflict 

with the law is not limited to law enforcement functions but also encompasses 

constitutional obligations to undertake prevention, protection, rehabilitation, and 

social reintegration. On the other hand, parents occupy the position of primary 

protectors responsible for childcare, education, supervision, and assistance. 

Therefore, constitutional protection for children in conflict with the law should be 

developed through a progressive responsibility model that positions the state as the 

constitutional protector and parents as the primary protector. This model consists of 

five main stages: preventive responsibility, protective responsibility, restorative 

responsibility, rehabilitative responsibility, and reintegrative responsibility. Through 

this model, child protection is directed not only toward the resolution of criminal cases 

but also toward the recovery and sustainable development of the child's future. 
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This study concludes that the effectiveness of constitutional protection for 

children in conflict with the law largely depends on the synergy between the state and 

parents in carrying out their respective responsibilities. Therefore, it is necessary to 

strengthen inter-agency coordination, optimize the role of families, develop 

community-based rehabilitation services, and improve child protection policies that 

are oriented toward the best interests of the child. 

 

Keywords: State Responsibility, Parents, Constitutional Protection, Children in 

Conflict with the Law, Juvenile Criminal Justice System.   
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